
GUBERNUR BENGKULU

""*$3mt.:3' TIH5,P BIS*"',
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4\
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahur: 2073
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkal
Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah de ngan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tanrrbalran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 534O);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tairlun 2012 tentang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia,l
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belarja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2007 Nomor 6);

20.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KSIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi

Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
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dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifi-kasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta
penyaj ian laporan.
Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

8. Kebij akan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas peiaporan dalam
pen1rusunan dan penyajian laporan keuangan.

9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adaiah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surflus/defisit-LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode

72. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyaj ikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awa1, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

14. Laporan Operasional yarlg selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikal informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercermin daiam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
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15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/deiisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adaiah perangkat daerah pada
Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna
barang.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengeiola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

20. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.

21. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggung'awaban berupa
laporan keuangan.

22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menJrusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

23. Unit pemerintahan adalah pengguna
anggaran/ penggunan barang yang berada di Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

24. Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah
Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam
pelaForan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan da-lam APBD.

25. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
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transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

26.Bagan Akun Standar yang seianjutnya disingkat BAS

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yar'g disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam peiaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangal pemerintah daerah.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi
dalam meiakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada
jurnal, posting kedalam buku besar, pen5rusunan neraca
saldo serta penyajian laporan keuangan.
Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan SAL;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

(1) SAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri
atas:
a. sistem akuntansi PPKD; dan
b. sistem akuntansi SKPD.
Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta pen1rusunan
laporan keualgan konsolidasi pemerintah daerah.
Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD.
Sistem akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkuiu
dituangkan daiam sebuah dokumen sistem akuntansi
Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

{2t
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BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

Dokumen sistem akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkuiu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun
dengan sistematika sebagai berikut;
a. BAB I Sistem Akuntansi Pendapatan
b. BAB II Sistem Akuntansi Beban dan Beianja
c. BAB III Sistem Akuntansi Transfer
d. BAB IV Sistem Akuntansi Pembiayaan
e. BAB V Akuntansi Kas dan Setara Kas
f. BAB VI Sistem Akuntansi Piutang
g. BAB VII Sistem Akuntansi Persediaan
h. BAB VIII Sistem Akuntansi Investasi
i. BAB IX Sistem Akuntansi Aset Tetap
j. BABX Sistem Akuntansi Penlusutan Aset Tetap dan

Amortisasi Aset Tidak Berwr:jud
k. BAB XI Akuntansi Dana Cadangan
1. BAB XII Sistem Akuntansi Aset Lainnya
m. BAB XIII Sistem Akuntansi Kewajiban
n. BAB XIV Akuntansi Koreksi Kesalahan
o. BAB XV Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian

BAB IV
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

(i) BAS merupakan pedoman dalam meiakukan kodefikasi
akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan
pemerintah daerah secara lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
dalam pencatatax transaksi pada buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada
neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai
berikut:
a. 1eve1 1 (satu) menunjukkar kode akun;
b. leve1 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. leve1 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. leve1 4 (empat) menunjukkan kode obyek;dan
e. levei 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

(a) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
terdiri atas:
a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
h. akun 8 {delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
i. akun 9 (Sembilan) menunjukkan beban.
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BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
daiam Lampiran II Peraturan Gubernur yang merupakan
bagian tidak terpisahU"?ift;'*"turan Gubernur ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Pencatatan transaksi pelaksanaan ar,ggarafl disesuaikan
dengan dokumen anggaran.
Daiam hal kode{ikasi akun dokumen anggaran belum
sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (5), pemerintah daerah dapat melakukan konversi
dalam penyajian LRA.
Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7
Pemeritah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK
tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP
berbasis akrual.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2O 15.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangal Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22- l2-2O 14
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 22- l2-2O 14

Pit. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 33
SgJinan sesuai dengan asliqyg

V KEPALABIBP HUKUM/I/' 
l^ll
YLI

M.IKHWAN. SH., MH
Pembina Tk. I

NrP. 19690905 199403 1011
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